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ABSTRAK 

 

Upah adalah suatu pembayaran atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. Upah mengupah adalah bentuk tolong menolong antar 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam 

pembayaran upah harus dibayarkan sesegera mungkin tidak boleh 

ditunda-tunda. Tetapi dalam prakteknya terkadang pembayaran upah 

sering terjadi penundaan pembayarn. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Upah Penggalian Pipa 

Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung?. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengupahan Penggalian 

Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Metode 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-

deskriptif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah Sistem upah pekerja dalam 

pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada perusahaan daerah air 

minum, dalam sistem pengupahan di perusahaan air minum terdapat 2 

sistem pengupahan yang pertama upah bulan dan upah harian, untuk 

upah bulanan diberikan kepada karyawan tetap perusahan sedangkan 

upah harian diberikan kepada yang bukan karyawan tetap seperti 

mandor, tukang, helper pemasangan pipa jaringan. untuk sistem upah 

harian setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda sesuai dengan 

jasa yang telah mereka berikan tetapi dalam hal ini waktu pembayaran 

upahnya ada sedikit keterlambatan pembayaran. Tinjauan hukum 

Islam tentang sistem upah pekerja pemasangan pipa jaringan bawah 

tanah pada perusahaan air minum, telah sesuai dengan hukum Islam 
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bahwa pemberian upah telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang 

dilakukan. Tetapi pada sistem waktu pembayaran nya tidak sesuai 

karena terjadi keterlambatan pembayaran upah, sehingga hukum 

dalam waktu pembayarannya menjadi haram karena menunda-nunda 

pembayaran upah pekerja, hal ini dapat menimbulkan kezholiman 

antara salah satu pihak, dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa 

upah harus diberikan sesegera mungkin tidak boleh ditunda-tunda. 
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MOTTO 

 

                     

          

’’Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 

dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan’’  

Qs. Al-Jaatsiyah:22 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudahkan 

mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengarti 

kan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan 

tidakakan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan 

tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan 

di bahas ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan 

Bawah Tanah (Studi pada Perusahaan daerah air mineral way 

rilau Kota Bandar Lampung)”adapun istilah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

Tinjauan Menurut KBBI Tinjauan adalah meninjau dengan 

atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).
1
 

Hukum Islam adalah hasil daya suatu upaya para fuqaha 

dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan bagi 

masyarakat, dan dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah 

syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan bagi 

perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi yang 

ada di dalam masyarakat.
2
 

pengupahan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan.
3
  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka,1997), 1078. 
2 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, 21. 
3 Ibid, . 329  
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Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajruna atau 

ajran yang berarti memberi hadiahatau upah,  dalam  pengertian 

syara adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
4
 Dalam 

hal ini di tunjukan untuk pekerja dalam pemasangan pipa 

jaringan bawah tanah. 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah dan imbalan dalam bentuk definisi tersebut 

terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerina upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.
5
 

Pipa jaringan bawah tanah adalah ruas pembawa air dari 

bak  penampungan dari reservoir tempat penyinpanan air untuk 

sementara sebelum didistribusikan kepada pengguna  atau 

konsumen. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa 

yang dimaksud dengan judul sekripsi ini adalah pemeriksaan 

yang teliti terhadap pemberian imbalan sebagai bayaran 

seseorang yang telah bekerja penggali pipa bawah tanah 

berdasarkan hukum-hukum Allah Swt yang terjadi di Perusahaan  

Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan 

dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah 

fiqh-fiqh muamalah. Fiqh Muamalah merupakan aturan-aturan 

hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan 

manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial 

kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan 

yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang 

                                                             
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, 7.  
5 Maimun, Hukum ketenaga kerjaan suatu pengantar, . 13. 
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bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia 

akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat 

Akad ijarah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai 

suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. 

Akad ijarah ini meliputi duamacam, yaitu: pertama, berupa sewa-

menyewa yang biasanya disebut sebagai ijarah al-manafi‟, seperti 

sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang 

dikenal dengan istilah ijarah al-„amal. Menurut Wahbah Az-

Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama 

fiqih mendefinisikan ijarah al-„amal sebagai suatu akad yang 

objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti 

membangun, menjahit dan sebagainya. Ijarah jenis inilah yang 

merupakan sumber perikatan kerja (ijarah al-„amal). 

Dalam Islam, upah dikenal dengan ujrah. Upah itu sendiri 

merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam 

suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainya, yang 

termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah Al-

ijarah. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad tersebut 

harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam ijarah itu 

sendiri. 

Air sangat penting dalam hidup imi karena air merupakan 

sumber dari kehidupan diantaranya untuk memnuhi kebutuhan 

untuk minum, mencuci, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Seiring 

perkembangan waktu, untuk mendapatkan air bersih semakin 

sulit dikarenakan adanya pencemaran sungai sumber air dari 

sumur yang kering. 

Salah satu bidang usaha yang menawarkan air bersih 

sampai ke tempat tinggal para pengguna adalah perusahaan 

daerah air minum atau sering dikenal PDAM yang merupakan 

suatu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang produksi 

dan distribusi air minum yang meliputi daerah wilayah Bandar 

Lampung dan sekitarnya. 

Dalam suatu usahanya perusahaan daerah air minum pasti 

membutuhkan segala macam alat guna menyalurkan air dari 

sumber mata air menuju tempat para konsumen yamg 
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membutuhkan air tersebut. Salah satu alat yang dibutuhkan untuk 

menyalurkan air yaitu menggunakan pipa yang diletakan dibawah 

tanah agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang dilalui 

pipa tersebut. 

Kerja sama adalah salah satu bentu kegiatan muammlah 

yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk 

memenuhui kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara 

pemilik perusahaan daerah air minum dengan pekerja 

pemasangan pipa bawah tanah. 

Dalam pemasangan pipa dengan jangkauan yang sangat 

luas seperti daerah bandar lampung membutuhkan pekerja yang 

sangat banyak untuk menyalurkan air ke konsumen dengan 

demikian pengupahan perusahaan daerah air minum cukup besar 

dimana tentang sistem pengupahan pekerja menjadi masalah yang 

lebih penting karna pekerja yang di butuhkan cukup banyak. 

Sehingga untuk menetapkan upah perusahaan harus mengetahui 

tentang produktifitas, jabatan/ golongan,  lama kerja dan prestasi 

kerja masing masing karyawan. Dengan demikian maka sistem 

pengupahan pada perusahaana daerah air minum bandar lampung 

harus mendapatkan pengawasan dan penanganan yang khusus 

dalam pembayaran gaji. 

Namun praktiknya di lapangan banyak sekali praktik 

sistem pengupahan yang kurang tepat dengan sistem pengupahan 

harian yang tidak sesuai dengan porsi kerja antara pekerja satu 

dengan yang lainnya dalam hal Pengupahan pekerja diberikan 

upah yang sama tetapi dengan porsi kerja yang berbeda dan 

dalam waktu pembayaran upah juga terkadang terlambat dari 

waktu yang telah disepakati, disini pekerja merasa tidak dapat 

keadilan dalam hal porsi kerjanya dan pengupahan serta waktu 

pembayaran upah. Sehingga munculah berbagai permasalahan 

yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh 

atau karyawan. 

Dalam hal lain pekerja pemasangan pipa bekerja dalam 

cuaca yang sangat panas disini pekerja tidak merasa sesuai 
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dengan di berikan porsi gaji, mereka juga tidak dapat hak atau 

komplen untuk penambahan gaji.  

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dalam 

Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar 

Lampung)”. Apakah pada sistem pengupahan yang telah 

dilakukan sudah sesuai atau belum menurut tinjauan hukum 

Islam.  

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus adapun 

maksud dalam merumuskan masalah, Oleh karena itu fokus 

penelitian sangat berperan penting dalam memandang dan 

mengarahkan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif 

ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan urgensi dari 

masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di 

fokuskan pada Bagaimana praktik pengupahan pekerja 

pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan 

bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang 

telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah pekerja penggalian 

pipa jaringan bawah tanah diPerusahaan Daerah Air Minum 

Way Rilau Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja 

penggalian pipa jaringan bawah tanah di Perusahaan Daerah Air 

Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoris manfaat penelitian ini adalah menambah 

wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai 

konsep upah-mengupah, sistem upah-mengupah yang sesuai 

dengan (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist 

dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan 

dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada 

umumnya, baik akademik Fakultas Syari‟ah, Jurusan Muamalah 

pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan 

baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 

akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhitugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana 

Hukum) pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
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Setelah peneliti melakukan telah terhadap beberapa literatur 

yang menunjang penelitian ini dan jurnal-jurnal terakreditasi 

terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

Pertama, dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang 

bersentuhan langsung dengan masalah fiqh perburuhan adalah 

konsep hukum sewa-menyewa. Konsep sewa-menyewa terbagi 

menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk barang (Ijarah al-„ain) 

objek nya adalah manfaat dari benda dan sewa-menyewa dalam 

bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (Ijarah 

al-„amal).6 

Kedua, dalam buku karangan Ridwan yang berjudul Fiqh 

Perburuhan menjelaskan bahwa Islam memberikan kerangka 

yuridiksi dan etis tentang relasi buruh dan majikan dalam proses 

Kerjasama dalam bidang ekonomi. Buruh dan majikan merupakan 

dua komponen-komponen yang mempunyai kontribusi yang 

signifikan dengan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda untuk 

bersinergi mencapai tujuan bersama.
7
 

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul 

Mukromah (2017) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Di Awal 

Akad” Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah. Penelitiannya menarik beberapa 

permasalahan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pembayaran upah 

diawal akad dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang 

pembayaran upah diawal akad Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan 

(field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan ditempat 

penelitian yaitu pada buruh dan majikan Desa Adijaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan 

penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa 

                                                             
6 Ridwan, Fiqh Perburuhan, . 3-4. 
7 Ibid. h.10. 
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praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa 

Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum 

Islam karena tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, 

zhulum.
8
 

Keempat, yaitu jurnal oleh Ika Novi Nurhidayati (2017) 

alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

“Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” 

penelitiannya mengambil permasalahan yaitu bagaimana pengaruh 

upah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Metode 

yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk menganalisis data 

yang diperoleh secara deskriptif. Kesimpulannya adalah besarnya 

upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan, 

pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan 

asas-asas muamalat. Prinsip muamalat itu meliputi yang ditentukan 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis, didasari dengan sukarela, 

menghindari mudharat dan atas pertimbangan mendatangkan 

manfat. Kemudian asas muamalat yang terdiri dari asas an taradin 

atau suka sama suka, asas adam al-garar, asas tabadul al-manafi, 

dan asas musyarakah. Dalam hukum positif, sistem pengumpahan 

diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 

1320 KUHPerdata tentang perjanjian, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.
9
 

Dari beberapa karya dan kajian di atas, penulis mengamati 

dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik 

dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum 

Islam terhadap upah penggalian pipa jaringan bawah tanah belum 

ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang 

berjudul “. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan 

Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah, Studi 

kasus Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar Lampung. 

                                                             
8 Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad,” 

. 9. 
9 Ika Novi Nurhidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif. Jurnal Az Zarqa‟,” . 206-207. 
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H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau diresponden.
10

 Yaitu melakukan penelitian 

di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara 

langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang 

menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai 

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu 

dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat 

besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana 

agar mudah dipahami denga napa adanya yang terjadi di 

lapangan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh 

dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen 

guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian 

lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

 

                                                             
10 Susiadi, Metode Penelitian, . 9. 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.
11

 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek 

penelitian (Perusahaan Daerah Air Minum) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.
12

 

Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku-

buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan 

langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, 

digunakan beberapa metode yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau di rekam.
13

 Pada praktiknya penulis 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara 

langsung kepada pemilik pangkalan pasir dan buruh angkut 

pasir di Perusahaan Daerah Air Minum 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan 

terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada 

                                                             
11 Suryabrata Sumardi, Metode Penelitian, Cet ke II:. 13. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, . 97. 
13 Susiadi, Metode Penelitian, . 97. 
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pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.
14

 

Observasi dilakukan secara langsung dengan melihat 

fenomena yang terjadi di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan pembayar 

upah penggalian pipa jaringan bawah tanah di Perusahaan 

daerah Air Minum.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
15

 

Total dari semua objek individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai 

yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, 

perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Pada 

penelitian di lapangan ditemukan populasi yang 

berjumlah 130 orang pekerja di perusahaan daerah air 

minum Utara Kota Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang akan diteliti. Menurut Suharismi Arikunto apabila 

populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil 

keseluruhannya. Jika populasi lebih dari 100 maka 

diambil 10%-15% atau 20%-25%.
16

 Karna jumlah 

populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, maka 

keseluruhan populasi dijadikan sampel 10% . Hasil 

darui penelitian di lapangan di temukan populasi 

                                                             
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian, . 154. 
15 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, .63. 
16 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (, 

. 58. 
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berjumlah 13 orang pekerja dalam pemasangan pipa 

jaringan bawah tanah.  

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara 

atau rumus-rumus tertentu. 

Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (Editing) adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu 

tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki. 

b. Sistematika data adalah menempatkan data menurut 

kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan 

masalah. 

6. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah 

selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar 

dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan 

data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang 

ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan. Metode analisis yang digunakan 

adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk 

memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang 

dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang 

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. 

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang 

bersifat khusus yaitu bertitik tolak dari pengetahuan yang 

bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum. 
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Selain metode induktif, penulisan ini juga 

menggunakan metode deduktif yaitu dari fakta-fakta yang 

sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, 

kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

praktik upah penggalian pipa jaringan bawah tanah. 

 

I. Sitematika Pembahasan 

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran 

umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan 

menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing 

yaitu: 

Pada Bab Imenguraikan tentang, pendahuluan, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaatpenelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Pada Bab IImembahas tentang, landasan teori tentang akad 

dalam hukum Islam yang meliputi pengertian akad, dasar hukum 

akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, 

berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang Ijarah yang meliputi 

pengertian ijarah (upah mengupah), dasar hukum ijarah  (upah 

mengupah), rukun dan syarat ijarah (upah mengupah), macam-

macam ijarah (upah mengupah), sifat ijarah (upah mengupah), 

sistem pembayaran ijarah (upah mengupah), dan berakhirnya 

ijarah (upah mengupah). 

Pada Bab III membahas tentang, data serta hasil penelitian 

yang telah dilakukan dalam sistem pengupahan pekerja 

pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. 

Pada Bab IV berisikan analisis data, yang meliputi tehadap 

sistem pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan bawah 

tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota 

Bandar Lampung, serta analisis dalam tinjauan hukum Islam 
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terhadap sistem pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan 

bawah tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota 

Bandar Lampung. Pada Bab V bagian penutup yang berisi 

tentang, kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Akad  berasal  dari  bahasa  Arab  (العمذ)  yang  artinya 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan.
17

 Pertalian ijab qabul 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 

menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang 

berpegaruh pada obyek perikatan. Dalam bahasa Arab, ada 

beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, 

yaitu kata wa‟ad (al-wa‟du), akad (al-„aqdu), „ahd („al-ahdu), 

dan iltizam. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, 

perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainya. Secara umum 

kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai 

pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, 

istilah tersebut memiliki arti dan pemahaman yang berbeda. 

Lafadz akad berasal dari lafadz Arab al-aqd yang berarti 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq.
18

 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran 3:76 

                  

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 

(yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali Imran [3] 

:76) 

 

Istilah Ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada 

pertanyaan sesorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk 

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan 

                                                             
17 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, . 97. 
18 Haroen, Fiqh Muamalah, . 97. 
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orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak 

memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, 

tidak  

berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang 

tersebut.
19

 Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran 

[3]:76, bahwa janji tetap mengikat orang yang 

membantunya.
20

 

Pada terminologi hukum Islamakad adalah pertalian 

antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang 

dimaksud dengan ijab adalahungkapan atau pernyataan 

kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, 

biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul 

adalah pernyataan atauungkapan yang menggambarkan 

kehendak pihak lain, biasanyadinamakan pihak kedua, 

menerima dan meyetujui pernyataan ijab.
21

 

Secara umum yang di maksud dengan akad adalah 

setiap yang mengandung tekat seseorang untuk melakukan 

sesuatu baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya 

respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, maupun 

adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, 

yang menunjukan keinginan kuat untuk melakukan akad. 

Sedangkan pengertian secara khusus yaitu tindakan yang 

terjadi antara 2 belak pihak (Ijab dan Qobul) yang 

menimbulkan pengaruh pada objek akad (Kontrak).
22

 

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan 

diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan 

adanya komitmen tertentu yang disyari‟atkan. Terkadang kata 

akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, 

                                                             
19 Tim Tasbih Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, . 23. 
20 Sohari Ru‟fah, Fiqih  Muamalah, . 42. 
21 Gufron A.Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, . 76. 
22 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan terminasi akad dalam Fiqh 

Muamalah.” 
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yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri 

atau bagi orang lain dengan kata harus.
23

 

Istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang 

menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang 

muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, 

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan 

antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) 

dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam 

lingkup yang disyari‟atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.
24

 

Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad” 

dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqd, yang 

berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-

rabt). 

 

2. Dasar Hukum Akad 

a. Q.S Al-Maidah5:1 

                            

                          

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.)" (Q.S. Al-Maidah [5]:1) 

 

b. Q.S Ali‟Imran 3:76 

                        

                                                             
23 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan 

Islam,. 
24 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari‟ah, . 35. 
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"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S. 

Ali‟Imran[3]:76). 

c. Q.S Al-Baqarah 2:198 

                         

                      

                

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencarikarunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu" (Q.S. Al-Baqarah[2]:198) 

d. Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim 

َِ وَ سَلَّنَ ا ٌَتُ ا لوٌَِا فكِِ  ُ عَلٍَْ ًَّ صَلَّ اّللّه  عَيْ عَبْذِ اّللِّ بْيَ عُوَشَ وَ عَيِ الٌَّبِ

ءِ رَااؤْتنُِ جاىََ)سواٍ ثلَاَ ثٌ : ارَِا حَذَّ ثَ كَزَ بَ وَارَِا وَ عَذَ  اخَْلفََ ، وَ ا

25البجاس و هسلن(
 

 “Dari Abdillah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, 

Tanda orang munafik itu ada tiga: yaitu jika berbicara 

berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi 

amanah, dia berkhianat.” (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim 

no. 59). 

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama‟ “arkaa” 

artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yag 

menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila 

ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk 

                                                             
25 Ahmad Ibnu Hanbal Abu „Abdullah Asy-Asyaibani, Musnad Al-Imam 

Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 2, 189. 
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dalam pekerjaan itu.
26

 Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan 

rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang 

lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan 

menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain 

atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu 

tersebut.
27

 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 

perbuatan yag sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi 

kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh 

akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut: 

1) Aqid ialah orang yang orang yang berakad, terkadang 

masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang 

terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli 

beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, 

ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak 

yang lain yang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang 

berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) 

dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. 

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yag harus 

dipenuhi oleh  aqid, antara lain: 

2) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan 

untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan 

memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan 

berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu 

memahami ucapan ucapan orang-orang normal. Sedangkan 

mumayyiz disni artinya mampu membedakan antra baik 

dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan 

antara merugikan dan menguntungkan. 

3) Wilayah, bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan 

seseorang yang mendapatkan legalitas syar‟i untuk 

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya 

orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau 

                                                             
26 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, . 300. 
27 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, . 264. 
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wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak 

dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, 

orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan 

sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara 

bebas. 

4) Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hinnah 

(pemberian) dalam akad gadai, utang yang dijamin 

seseorang dalam akad kafalah. 

5) Maudhu‟ al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan 

pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah 

memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan 

diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang 

dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa 

ada pengganti („iwadh).  

6) Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari 

seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. 

7) Shighat al „aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 

sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak 

berakad pula, yang diucapkan setlah adanya ijab. 

Pengertian ijab qabul dalam pengamalan ialah bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli 

dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, 

misalnya seseorang yang berlangganan  majalah, pembeli 

mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli 

menerima majalah tersebut dari petugas pos. 

hal- hal yang harus di perhatikan dalam ahighat al- „aqd 

ialah: 

1) Sight al-„aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam 

ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak 

pengertian. 
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2) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara 

yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz. 

3) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak 

yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena 

diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam 

tijarah harus saling ridha.
28

 

b. Syarat Akad 

Berdasarkan syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, 

syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan 

(luzum). Unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa 

macam :  

1. Syarat Terjadinya Akad 

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang 

diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara‟. Jika tidak 

memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini 

terbagi menjadi dua bagian: 

a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap 

akad. 

b)  Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, 

dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya. 

2. Syarat Sah Akad 

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan 

syara‟ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak 

terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah 

akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan 

terhindarnya sesorang dari enam kecacatan dalam jual beli, 

yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, 

ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli 

rusak(fasid). 

 

 

                                                             
28 Oni Sahroni, Fikih Muamalah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, . 45-50. 
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3.  Syarat Pelaksanaan Akad  

Pada pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan 

dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki 

oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-

apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara‟, adapun 

kekuasaan adalah kemampuan sesorang dalam ber-thasaruf 

sesuai dengan ketetpan syara‟, baik secara asli, yakni 

dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian 

(menjadi wakil seseorang).  Dalam hal ini diisyaratkan 

antara lain: 

a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang 

akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin 

pemiliknya yang asli. 

b) Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan 

orang lain. 

4. Syarat kepastian hukum (luzum) 

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat 

luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa 

khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-

lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau 

dikembalikan.
29

 

 

4. Macam-Macam Akad 

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi 

dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara‟ dapat dibagi 

menjadi:  

a. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. 

Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh 

akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua 

belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu: 

                                                             
29 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, . 64-66. 
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1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad 

yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan 

tidak ada penghalang untuk melaksanakanya. 

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan 

untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. 

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama 

fiqih membagimenjadi dua macam: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak 

yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh 

membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak 

yang melakukan akad, seperti dalam akad al- wakalah 

(perwakilan), al-„ariyah (pinjam- meminjam), al-

wadi‟ah (barang titipan). 

 

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya 

tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang 

berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang 

fasad dan akad yang batil.Akad yang batil adalah akad yang tidak 

memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara‟. 

Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan 

tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.
30

 

5. Asas-Asas Akad 

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas 

akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi 

dalam melaksanakan akad, maka akanberakibat batal atau 

tidak sahnya perjanjian yang dibuat. 
31

Asas-asas 

tersebutdiantaranya adalah: 

                                                             
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, . 48. 
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 
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a. Asas Ibahah (Mabda‟ al-Ibahah) 

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 

muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang 

berbunyi: 

ٌْوِهاَ ٍْلعٌَلىَتحَْشِ .الَأصَْلفٍُِالْوُعَاهَلاتَاِلِإباَحَتإُلِاَّأوٌََْذُلُّذَلِ
32

 

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada 

dalil yang menunjukkan keharamannya” 

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku 

dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan 

hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa 

tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh 

tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.
33

 

b. Asas kebebasan berakad (Mabda‟ Hurriyyah at-Ta‟aqud) 

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai 

kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang 

objeknya maupun syaratsyaratnya, termasuk menetapkan 

cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian 

hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam hukum Islam.  

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak 

terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui 

perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk 

menghindari semua bentuk pemaksaan (ikrah), tekanan, 

penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini 

merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih 

tegas terhadap asas ibahah dalam muamalah.
34

 

c. Asas konsensualisme (Mabda‟ ar-Radha‟iyyah) 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk 

terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata 

                                                             
32 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, . 10. 
33 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, . 83-84 
34 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, . 84 
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sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya 

formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada 

umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
35

 

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas 

konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut: 

                              

                    

        

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-

nisa [4]:29) 

 

ًْ  عَيْ  ٍْذٍ  أبَِ َِ  اللُّ  صَلَّى اللِّ  سَسُىْلَ  أىََّ  عٌَ اللّ سضً الْخُذْسِيْ  سَعِ ٍْ  عَلَ

 َِ ٍْعُ  إًِِّوَا لاَلَ: وَسَلَّنَ  وَآلِ  هاجَ وابي البٍهمً ٍ)سوا تشََاضٍ، عَيْ  الْبَ

 )حباى ابي وصححَ

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan 

suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan 

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).36 

 

d. Asas kerelaan(ar-Ridha) 

 Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang 

dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan 

semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai 

pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum 

                                                             
35 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, .78 
36 Ahmad Sabiq Abu Yusuf, Kaidah Fiqh, . 189. 
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dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum 

perdataumum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas 

dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-

nilaiagama. 

 Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat 

diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang 

membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan 

agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu 

telah telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, 

hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang 

membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang 

menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk 

menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama 

manusia melalui kontrak yang dibuatnya. 

e. Asas keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah) 

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan 

antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum 

perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan 

itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa 

yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul 

risiko.
37

 

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi 

dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam 

konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas 

kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan 

harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya 

mengalami kembalian negatif. 

f. Asas persamaan dan kesetaraan(al-Musawah) 

 Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah 

pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang 

sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini 

penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan 

akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan 

                                                             
37 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, .  90 
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hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua 

belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang 

dibuatnya. 

g. Asas keadilan(al- 'Adalah) 

 Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian 

dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan 

kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 

disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan 

kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara 

berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam 

akad tersebut.
38

 

h. Asas kemaslahatan (TidakMemberatkan) 

 Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad 

yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak menumbulkan kerugian 

(mudharat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah). 

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan 

keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta 

membawa kerugian yng fatal bagi pihak bersangkutan 

sehinggga memberatkannya, maka kewajibannya dapat 

diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
39

 

i. Asas amanah 

 Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-

masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi 

dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian 

informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi 

alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata 

informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain 

untuk menutup perjanjian. 

 

                                                             
38 Abdul Manan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, . 77. 
39 Abdul Manan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, . 340 
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j. Asas tertulis(al-Kitabah) 

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk 

melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi 

permasalahan di kemudian hari. 

k. Asasilahiah 

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan 

perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. 

6. Berakhirnya Akad 

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena 

berakhirnya masa akad, pembatalan, pemutusan akad, dan 

kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut:
40

 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu 

sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa 

dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti 

terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya 

tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiar aib, 

atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh 

salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara 

sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal 

ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad 

otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 

melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan 

wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, 

diantaranya adalah akad sewa- menyewa. 

 

 

 

                                                             
40 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 
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B. HUKUM  ISLAMTENTANG  UJROH  

1. Pengertian ujrah  

Di dalam kehidupan sehari-hari pembayaran kepada 

tenaga kerja kadang dibedakan dalam dua pengertian, gaji dan 

upah. Gaji cenderung identik dengan pekerja-pekerja, 

pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana 

pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. Sedangkah 

upah cenderung diidentikkan dengan pekerja-pekerja kasar, 

buruh-buruh kasar, buruh-buruh pertanian, dan segala jenis 

pekerjaan tidak tetap.  

Menurut Nuriasah Haribuan, bahwasannya upah adalah 

segala macam bentuk penghasilannya yang diterima buruh 

(tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka 

waktu tertentu pada suatu kegiatan Ekonomi.
41

 Menurut 

Benham, upah dapat didefinisikan dengan “sejumlah uang 

yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 

seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad 

atau upah, sewa, jasa atau imbalan.
42

 Al-Ijarah merupakan 

salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, 

menjual jasa dan sebagainya. Al-Ijarah secara bahasa 

merupakan pecahan dari kata al-ajr yang bermakna iwad atau 

kompensansi. Al-Ijarah merupakan kata yang di khususkan 

pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari 

Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut al-ajr 

atau al-tsawab dalam istilah fikih.  

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (ajara-

ya‟jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi 

sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, 

baik yang bersifat materi maupun immateri.
43

 Jadi, ujroh 

                                                             
41 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, 361.   
42 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, h.167   
43 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016,h.101  
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menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang 

didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik 

berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan.
44

  Untuk lebih jelasnya, di bawah ini 

dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat 

beberapa ulama fiqih: 

1) Ulama Hanafiyah :  

 عَمْذٌعَلىَ اْعِ بِعَىْضٍ 

 : Akad atas suatu manfaat dengan pengganti 

2) Ulama Asy-Syafi‟iyah : 

ٌْفعََتٍ   هَمْصُىْدَةٍ هَعْلىُْهَتٍ هُباَحَتٍ لاَبلِتٍَ للِْبزَْلِ وَالِاباَحَتِبعَِىْضٍ هَعْلىُْمٍ عَمْذٌعَلىَ هَ

 Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dan mubah, serat menerima pengganti atau 

kebolehan dengan pengganti tertentu.  

 

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah : 

ٍْكُ هٌَاَ فِحِ شَى ءٍ هُبَا حَتٍ هُذَ ةً هَعُلىْهَتً بعَِىْضٍ   .تَوْلِ

Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah 

dalam waktu   tertentu dengan pengganti 

4) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil 

manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti 

syarat-syarat tertentu.
45

 

5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
46

 

6) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sewa menyewa 

adalah : 

ٌْفعََتٍ بعَِىْ ضٍ بشُِشُوْطٍ  ٍْكُ هَ  توَْلِ

                                                             
44 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik. 
45 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet 14, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Mei 

2014), h. 115. 
46 Ibid.  
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Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
47

 

Menurut Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti 

dengan prmindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
48

  

 

Alif al-Khafif  mengartikan,  Al-Ijarah adalah 

transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. 

Menurut ulama Syafi‟iyah, Ijarah adalah transaksi terhadap 

sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan 

boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama 

Malikiyah dan hanabilah, Ijarah adalah pemilikan suatu 

manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan 

imbalan. Hakikat dari Ijarah yaitu pemilikan manfaat dengan 

imbalan menjual manfaat atau sama dengan upah. Upah 

artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 

memberi ganti menurut syarat-syarat terentu. Akad Ijarah ada 

dua macam yaitu Ijarah atas sewa barang dan sewa tenaga 

atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah 

jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa 

atau tenaga jual beli manfaat barang yang disewakan, 

sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga 

yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila 

memenuhi syarat Ijarah.  

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan 

konpensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan 

perampasan terhadap upah meru[akan perbuatan buruk yang 

akan mendapat ancaman siksa dari Allah. Ijarah berlaku 

umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas 

sesuatu manfaat yang diambil, secara garis besarnya ijarah 

terdiri terdiri dari beberapa hal yaitu:  

                                                             
47 Khumedi ja‟far, hukum perdata islam di Indonesia,  h.141. 
48 Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqih Muamaah II (Teori Dan Praktek), (Jawa 

Tengah : UNISNU  PRESS, 2019), h. 71.  
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a. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah al-„ain atau 

sewa-menyewa, seperti menyewa rumah ditempati.  

b. Apabila yang menjadi objekan transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijrah al-zimmah 

atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau 

mengerjakan sesuatu. 

Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yakni 

imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan Ujroh sendiri dalam bahasa Arab 

mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, 

sehingga pembahasan mengenai ujroh  ini termasuk dalam 

pembahasan  ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti 

sendiri. Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan 

ataupun upah yang mana disebut juga dengan ujroh. Namun 

di dalam perbankan nama lain dari ujrah diantaranya adalah 

upah atau imbalan fee. Upah bermakna uang yang yang 

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar 

tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 

Istilah ujroh selain ijarah, upah fee atau imbalan, ada juga 

jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan ujroh yakni 

upah, tetapi upah dalam jualah sering diartikan seperti dalam 

bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam 

pekerjaan.   

Adapun dalam arti menurut Hukum upah adalah hak 

pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian 

pengupahan adalah sebagai berikut : upah itu merupakan 

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 
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penerima kerja untuk suati pekerjaan atau jasa yang telah akan 

dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah 

ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan 

peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. 

2. Dasar Hukum Ujroh 

Al-Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur‟an, hadits 

maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang 

tidak memperbolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al 

Ashamm, Ismail bin‟Aliyah, Hasan Basri dan Liinya, dengan 

alasan, jika digunakan qiyas (analog) akad al-Ijarah identik 

dengan ba‟i al ma‟dun yang dilarang, manfaat sebagai objek 

tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini 

disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun 

manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa 

terpenuhi ketika akad telah berjalan.
49

 

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan 

dasar-dasar hukum ujroh adalah Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan 

Ijma. 

1 Dasar hukum ujroh dalam Al-Qur‟an adalah:  

1) QS. Al-Qashash : 26 

                        

         

: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya 

sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 

                                                             
49 Syifa Kamilatussholihah, Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari‟ah Bina 

Muamalah Ta‟awun. 
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2) Qs. Az-zukhruf :32 

                        

                    

                         

:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam 

persoalan kehidupan di dunia sudah ada yang 

mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-

orang atas sebahagian lainnya dalam hal kekayaan 

dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dah 

kebodohan, jika semuanya disamaratakan maka 

sebahagian mereka tidak dapat mepekerjakan 

sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat 

menundukan yang lain.
50

 

3) Qs. Al-baqarah (2): 233 

                       

                    

                         

                        

                                                             
50 Ahmad Musthofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, 148. 
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:”Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan 

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena 

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita 

karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah 

antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. 

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada 

orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.(Qs. Al-baqarah (2): 233). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam 

membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan 

apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian 

menghendaki agar bayi-bayi yang kalian serahkan 

kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka 

hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus 

memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, 

apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka 

akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya 

tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan 

jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan 

dari kedua belah pihak.
51

 

                                                             
51 Ibid, h 350. 
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4) Qs. At-thalaq : 6 

                 

                        

                     

               

 : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di 

mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika 

mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah 

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya. 

2 Dasar hukum ujroh dalam Al-sunnah 

Dasar-dasar hukum ujroh menurut hadits Nabi:  

1) Hadits Ibnu Majah. 

ٌْهوَُا لاَلَ : اِ حْتخََنَ الٌَّبىُِّ صَلَّى اللَّّ عَلٍَْ  ًَ اللَّّ عَ َِ وَ سَلَّنَ عَيِ ا بْيِ عَبَّاسِ سَضِ

ا مَ أ خْشٍَُ.  وأعْطىَ الْحُخَّ

: dari ibnu abbas r.a nabi saw berbekam dan beliau 

memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. ( HR. 

Al- Ibnu Majah).
52

 

2) Hadist Ibnu Abbas : 

ٌْهوَُا لاَلَ : اِ حْتخََنَ  ًَ اللَّّ عَ َِ وَ سَلَّنَ عَيِ ا بْيِ عَبَّاسِ سَضِ ٍْ الٌَّبىُِّ صَلَّى اللَّّ عَلَ

ا مَ أ خْشٍَُ.  وأعْطىَ الْحُخَّ

                                                             
52 Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqih Muamaah II,  h. 73. 
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: dari ibnu abbas r.a nabi saw berbekam dan beliau 

memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. ( hr. 

al- ibnu majah).
53

 

3) HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar 

شَاجْشٍُ لبَْلَ  ٍْ اَ ىْ ٌجَِفَّ عَشَ ق. اعُْطُىااْلاجََ    

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar). 

4) Hadist Ibnu „Umar 

ٍْشَ أجَْشٍَُ لبَْلَ أىَْ  َِ وَسَلَّنَ أعَْطُىالْأجَِ ٍْ عَيْ عَبْذِاللِّ بْيِ عُوَشَ لاَلَ سَسُىلُ اللُّ عَلَ

 ٌخَِفَّ عَشَلَُُ 

Dari Ibnu „Umar r.a ia berkata : Rasullullah Saw 

bersabda berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya 

sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).
54

 

3 Dasar hukum ujroh dalam Ijma‟ 

Para sahabat dan tabi‟in, mereka semua telah 

memperbolehkan hukum ijarah, selain itu pula ada yang 

mengatakan bahwa Ijma ulama tentang perkara ijarah 

kembali kepada nash Al-Qur‟an dan sunnah Nabi yang 

suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama pun 

yang membantah kesepakatan (ijma) ini. 
55

 

Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang 

dikutip dari fiqih As- Sunnah, bahwa landasan ijma ialah 

semua umut bersepakat, serta tidak ada yang kesepakatan 

terkait persoalan ijma ini. Sekalipun ada, hanya beberapa 

orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, 

hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan atau 

pembolehan tentang akad  ijaroh  yaitu  ujroh atau  

pengupahan (Upah). 

 

 

                                                             
53 Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqih Muamaah II,  h. 73. 
54 Ibid. 
55 Shahih Ibni Majah no. 2164, Mukhtashor sama‟i no.309. 189 
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3. Rukun dan Syarat Ujrah 

1.  Syarat-syarat Ujrah  

 Dalam hukum Islam mengatyur sejumlah 

persyaratan berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:  

a) Ujrah (upah) harus dulakukan dengan cara-cara  

musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat 

terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku 

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan 

dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.  

b) Upah   harus   berupa   mal   mutaqawin  dan   upah   

tersebut   harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau 

dengan menyebutkan kriteria- kriteria. Karena upah 

merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai 

tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan 

contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur 

jihalah (ketidak pastian). 

c) Upah harus   berbeda   dengan   jenis   obyeknya.   

Mengupah   suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang 

serupa, merupakan contoh yangtidak memenuhi 

persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena 

dapat mengantarkan pada praktek riba.14 Misalnya 

mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan 

upahnya berupa bahan bangunan atau rumah. 

d) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa 

manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan 

tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu 

orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena 

persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu 

berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos 

sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang 

tersebut. Para ulama‟ membolehkan mengambil upah 

sebagai imbalan dari pekerjaannya,karena hal itu 

termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan 
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upah yang layak mereka terima. Para ulama‟ telah 

menetapkan syarat upah yaitu: 

Berupa harta tetap yang dapat diketahui; 

a) Tidak  boleh  sejenis  dengan  barang  manfaat  dari  

ijarah,  seperti  upah penyewa rumah untuk ditempati 

dengan menempati rumah tersebut.  

b) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan 

akad 

c) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang 

diakadkan, sehinggah mencegah terjadinya perselisihan  

d) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya 

(akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut 

kriteria, realita dan syara‟. 

e) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya 

(manfaatnya) 

f) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang 

diharamkan 

g) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan 

harus jelas 

h) Wujud upah juga harus jelas 

i) Waktu pembayaran upah harus jelas 

4.  Rukun Ujrah 

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, 

barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad 

memenuhi syarat: 

a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan 

akad 

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang 

diakadkan, sehingga mencegah terjadinya 

perselisihan. 
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c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya 

(akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut 

kriteria, realita dan syara‟. 

d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan 

kegunaannya (manfaatnya) 

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang 

diharamkan. 

f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan 

harus jelas 

g. Wujud upah juga harus jelas 

h. Waktu pembayaran upah harus jelas 

Jumhur ulama‟ memandang rukun sebagai 

unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun 

merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila 

rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak 

sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah 

(batal). Menurut jumhur ulama‟ ada tiga unsur yang 

membentuk sebuah perbuatan, yaitu: 

a. Aqid/pelaku akad (al-mu‟jir dan al-musta‟jir) 

Merupakan orang yang menerima dan menberikan upah 

dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-

pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, 

baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila 

belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. 

Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan 

oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah. 

b. Ma‟qud „alaih   (barang yang bermanfaat) 

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan 

dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang 

diupahkan dengan beberapa syarar yaitu: 
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1 Barang tersebut dapat diserah terimakan 

Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya 

2 Manfaat barang adalah perkara yang mudah 

(boleh) menurut syara‟ dan bukan yang dilarang 

(diharamkan). 

3 Barang kekal zat-nya. 

c. Barang yang diakadkad 

Terdapat adanya barang yang akan diakadkan. 

d. Sighad (ijab -qabul) 

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui 

akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang 

melakukan akad. Sighat akad dinyatakan dalam ijab dan 

qabul dengan suatu ketentuan: 

1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami 

2)    Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian 

3)  Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan 

kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang 

meragukan. 

  5.    Macam-macam Ujrah 

 Terdapat beberapa macam upah/ujrah yaitu: 

a) Upah yang diperbolehkan 

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari 

pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya 

atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut 

untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, 

penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan 

pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-

Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah 

dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang 

halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah 

tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti 

digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, 
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menyantuni anak yatim piatu dan sebagainnya. 

Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang 

halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan 

dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai 

dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW 

bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari 

jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada 

dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang 

lain, maka dengan pemberian tersebut baginya 

(pahala).” Macam-macam upah yang diperbolehkan 

yaitu: 

1)   Upah sewa-menyewa tanah 

Dibolehkan menyewakan tanah dan 

disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang 

disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, 

kecuali jika orang menyewakan mengizinkan 

ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-

syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan 

fasid (tidak sah).  

2)   Upah sewa-menyewa kendaraan 

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan 

atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan 

tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan 

pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut 

barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan 

yang menunggangi.  

3)  Upah sewa-menyewa rumah 

Boleh menyewakan rumah untuk tempat 

tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh 

orang lain untuk menempatinya dengan cara 

meminjamkan atau menyewakan kembali, 

diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa 

tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain 

itu pihan penyewa mempunyai kewajiban untuk 
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memelihara rumah tersebut, sesuai dengan 

kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah 

masyarakat.  

4) Upah pembekaman 

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari 

tubuh seseorang dengan cara menghirupnya 

dengan bantuan alat.23 Usaha berbekam 

hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul:24 

Musa ibn Isma‟il telah memberitahukan kepada 

kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, 

ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, 

(berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-„abbas 

r.a. dia berkata: “Nabi SAW berbekam (kemudian) 

dan telah memberikan upah kepada tukang bekam 

itu”.  

5) Upah menyusui anak 

Upah atau membayar jasa orang lain untuk 

menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah 

yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal 

ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al- 

Baqarah ayat 233 : 
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Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan 

anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.  

6) Setiap akad yang halal sesuai syariat 

7) Akad yang mengandung manfaat 

8) Akad yang memenuhi suarat dan rukun 

9) Akad yang berdasarkan suka sama suka 

b. Upah yang tidak diperbolehkan 

1) Upah atas praktek ibadah 

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar 

jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang 

shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca 

al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, 

hukumnya  

tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil 

upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis 

Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a 
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dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan 

janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu 

berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan 

jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para 

ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai 

imbalan atas praktik ibadah adalah haram, 

termaksud mengambilnya. 

1) Upah perburuhan 

2) Akad yang melanggar syariat Islam 

3) Akad ujrah karena ada paksaan maupun karena 

ada syarat 

4) Akad karena ada hak yang merugikan dan 

menipu pihak lain 

5) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun 

4. Prinsip prinsip upah dalam ekonomi Islam  

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip 

pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai 

berikut :  

a. Adil  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

keadilan merupakan kata sifat yang 

menunjukan perbuatan, perlakuan adil, tidak 

berat sebelah, tidak berpihak, berpegang 

kepada kebenaran, proposional. Sedangkan 

kata keadilan dalam bahsa arab berasal dari 

kata “adala” , yang dalam al-qur‟an 

terkadang disebutkan dalam bentuk perintah 

ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 

„adl di dalam al-qur‟an memiliki aspek dan 

objek yang beragam, begitu pula pelakunya. 

Keragaman tersebut mengakibatkan 

keragaman makna „adl (keadilan). Menurut 
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M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat 

makna keadilan.  

 Pertama, „adl dalam arti “sama”, 

pengertian ini yang paling banyak terdapat 

di dalam al-qur‟an, antara lain dalam Q.S 

an-Nisa 4:3, 58, dan Q.S  Al-Maidah 5:8. 

Kata „adl dengan arti “sama(persamaan)” 

dalam ayat-ayat tersebut yang dimaksud 

adalam persamaan di dalam hak. Di dalam 

Q.S atau syarat yang seharusnya, maka pasti 

tidak akan menjadi keseimbangan 

(keadilan).  

Kedua, di samping itu, makna 

keadilan di dalam pengertian 

“kesimbangan”, menimbulkan keyakinan 

bahwa Allah SWT yang mahabijaksana dan 

maha mengetahui menciptakan serta 

mengelola segala sesuatu dengan ukuran, 

kadar, dan waktu tertentu guna mencapai 

tujuan. Serta mengantarkan pemahaman dan 

pengertian “keadilan ilahi”.  

Ketiga, kata „adl dalam arti 

“perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikan hak-hak itu kepada setiap 

pemiliknya”. Pengertian inilah yang 

didefinisikan dengan menempatkan sesuatu 

pada tempatnya, atau memberi pihak lain 

haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan 

dari pengertian ini adalah kezaliman, yakni 

pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.  

Keempat, kata „adl yang diartikan 

dengan yang dinisbahkan kepada Allah. „adl 

di sni berarti memelihara kewajaran atas 

berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah 

kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat 
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sewaktu terdapat banyak kemungkinan 

untuk itu.  

Keadilan Allah pada dasarnya 

merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, Allah 

memiliki ha katas semua yang ada, 

sedangkan semua yang tidak ada tidak 

memiliki sesuatu  di sisi-Nya. Kata „adl juga 

digunakan untuk menyebutkan suatu 

keadaan yang lurus, karena secara khusus 

kata tersebut bermakna penepatan hukum 

yang benar. Ini sesuatu dengan tujuan pokok 

dari syari‟ah yakni bertujuan untuk 

mencegah perdamaian di muka bumi dengan 

mengatur masyarakat dan memberikan 

keadilan kepada semua orang.  

Berdasarkan berbagai makna kata adil 

tersebut diatas, adil dalam penentuan upah 

dalam ekonomi Islam makna adil dalam 

ketentuan upah dapat diartikan. Yakni, :  

1) Adil bermakna jelas dan transparan 

Dapat diketahui bahwa prinsip utama 

keadilan terletak pada kejelasan aqad 

(transaksi) dan komitmen melakukannya. 

Akad dalam perburuhan adalah akad yang 

terjadi antara pekerja dengan pengusaha.  

2) Adil bermakna proposional  

Makna adil sebagi suatu yang 

proposional, dapat dilihat dari prinsip dasar 

yang digunakan Rasulullah SAW dan 

khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, 

moderat dalam menentukan upah pegawai, 

tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit 

(proposional). Tujuan utamanya agar mereka 

mampu memenuhi segala kebutuhan pokok 
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mereka, dalam Al-Qur‟an adil bermakna 

proposional dijelaskan dalam Q.S. An-Najm 

ayat 39.  

5. Layak  

Jika adil berbicara tentang kejelasan, 

transparasi serta proposionalitas ditinjau dari 

berat pekerjaannya, maka layak berhubungan 

dengan besaran yang diterima. Adapun makna 

layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni :  

a. Layak bermakna cukup pangan, sandanga 

maupun papan.  

Jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan 

oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda : 

“ mereka (para budak dan pelayan) adalah 

saudaramu, Allah menepatkan mereka dibawah 

asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai 

saudara di bawah asuhannya maka harus 

diberinya pakaian seperti apa yang di pakaiannya 

sendiri, dan tidak membebankan pada mereka 

dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu 

membebankanya denganbtugas seperti itu, maka 

hendaknya membantu mereka 

(mengerjakannya).” (HR. MUSLIM)  

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa 

kelayakan upah yang diterima oleh pekerja 

dilihat dari tiga aspek yaitu : pangan, sandang 

dan papan. 

b. Layak 

Upah yang layak merupah upah yang harus 

sesuai dengan harga pasar tenaga kerja dehingga 

pekerja tidak tereksploitasi sepihak. Sebagaimana 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an surah Asy 

Syua‟ra 26 : 183)  
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Ayat diatas bermakna janganlah seseorang 

merugikan orang lain, dengan cara mengurangi 

hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam 

pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah 

berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang 

hingga jauh dibawah upah yang biasanya 

diberikan.  

Jadi upah yang adil harus diebrikan secara 

jelas, transparan dan proposional. Layak 

bermakna bahwa upah yang diberikan harus 

mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan 

papan serta tidak berada dibawah pasaran. Aturan 

upah ini perlu didudukan pada posisinya, agar 

memudahkan bagi kaum muslimin atau 

pengusaha muslim dalam mengimplementasikan 

manajemen syariah dalam pengupahan para 

karyawannya di perusahaan.  

d. tingkatan upah dalam ekonomi Islam  

tingkatan upah yang ditetapkan harusnya 

berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan 

melalui negosiasiantara pekerja, majikan dan 

negara. Dalam pengambilan keputusan tentang 

upah maka kepentingan mencari nafkah dan 

majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk 

itu menjadi tanggung jawab negara untuk 

mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 

agar tidak terlalu rendah sehingga tidak 

mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja 

juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan 

kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari 

hasil Kerjasama itu.  

 Agar dapat mempertimbangkan suatu 

tingkatan upah yang cukup, negara perlu 

menetapkan terlebih dahulu tingkat upah 

minimum dengan mempertimbangkan perubahan 
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kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan 

dalam keadan apapun tingkat upah yang akan 

jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus 

ditinjau Kembali untuk melalukan penyesuaian 

berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya 

hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan 

ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya 

dan akan sangat bervariasi. 

 Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi 

Islam anatar lain sebagai berikut :  

1) Penetapan upah minimum 

Tingkat upah minimum merupakan 

ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar 

pemberlakukan bagi para pekerja dan majikan. 

Ini diperlukan karena pekerja dalam 

hubungannya dengan majikan berada dalam 

posisi yang sangat lemah yang selalu ada 

kemungkinan kepentingannya tidak akan 

terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. 

Mengingat posisinya yang lemah, Islam 

memberikan perhatian yang besar untuk 

melindungi hak-hak nya dari pelanggaran yang 

dilekukan oleh majikan. 

2) Upah tertinggi 

Islam tidak membiarkan upah berada 

dibawah tingkat minimum yang ditetapkan 

berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja, 

dan dalam Islam juga tidak membiarkan adanya 

kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang 

ditentukan berdasarkan sumbangisihnya terhadap 

produksi. Sebagaimana diketahui betapa 

pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang 

setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok 

mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, 

disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja 
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mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap 

berada pada batas-batas kewajaran agar mereka 

tidak menjadi pengkonsumsi semua barang 

produksi.  

3) Tingakat upah sesungguhnya 

Dalam penetapan upah ekonomi Islam 

menyediakan ruang untuk memberi perlindungan 

bagi hak-hak majika dan pekerja. Jatuh ya upah 

di bawah tingkat terendah tidak seharusnya 

terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, 

sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas 

tertinggi tidak seharusnya terjadi demi 

menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang 

sesungguhnya merupakan kesepakatan yang 

tejadi antara majikan dan pekerja yang naik dan 

turunnya akan tetap berada di antara batas-batas 

ini berdasarkan undang-undang persediaan dan 

permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan 

memengaruhi oleh standar hidup sehari-hari  dari 

kelompok kerja.  

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-

kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang 

akan ditetapkan antara tingkat minimum dan 

maksimum  upah, penentunya berdasarkan 

standar hidup sehari-hari para pekerja. 

Disamping itu, jika organisasi para pekerja itu 

kuat dan mantapnya kwimanan para majikan 

terhadap Allah maka upah itu akan bergerak 

mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih 

pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, 

negara Islam akan memberlakukan peraturannta 

yang tepat dalam menentukan suatu upah yang 

layak dan sesuai kepada para pekerja. 
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6. Factor-faktor yang mempengaruhi penentuan 

upah dalam ekonomi Islam. 

Penentuan upah bagi para pekerja dalam 

konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis 

pekerjaan dan besarnya upah yang diterima 

sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. 

Dengan memberikan informasi gaji yang akan 

diterima, diharapkan akan memberikan dorongan 

semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, 

dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan 

menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah 

ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini 

merupakan asas pemberian upah.  

Untuk itu upah yang dibayarkan pada 

masing-masing pegawai bisa berbeda-beda 

berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab 

masing-masing yang dipikulnya. Upah menjadi 

tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan 

tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga 

kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga 

tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari 

Kerjasama itu.  

Untuk menetapkan upah bagi seorang 

pekerja bukanlah pekerjaan mudah, 

permasalahannya terletak pada ukuran apa yang 

akan dipergunakan untuk mentranformasikan 

konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut 

pendapat dari beberapa ulama mengenai factor-

faktor penetapan upah bagi pekerja :
56

 

1) Mawardi dalam “al-ahkam al-sultaniah” 

berpendapat bahwa dasar penetapan upah 

                                                             
56 Rustam Efendi, produksi dalam islam, (Yogyakarta : magistra insania press, 

2003), h.46. 
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pekerja asakah standar cukup, artinya dapat 

menutupi kebutuhan minimum.  

2) Al- Nabhaniah mendasarkan upah pekerja 

kepada jasa atau manfaat yang diberikan 

pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa 

tersebut di tengah masyarakat. Penentuan 

upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas 

taraf hidup yang paling rendah atau tingginya 

tarif tertentu. 

3) Menruut Al-Malikiyah hanya ada satu cara 

untuk menetapkan upah pekerja yaitu 

berdasarkan upah tersebut pada jasa atau 

manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia 

menegaskan transaksi jual beli itu 

berlangsung dengan kerelaan dua orang yang 

bertransaksi. Begitu juga, pengintrakan 

manfaat tenaga kerja berlangsung dengan 

kerelaan antara mua‟jjir dan musta‟jir. Jika 

kedua belah pihak sepakat atas suatu upah 

maka keduanya terikat.  

4) Menurut yusuf Qardawi bahwa dalam 

penentuan upah yakni rujukannya kepada 

kesepakatannya antara kedua belah pihak. 

Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat 

dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan 

pihak yang lemah dan memberikannya upah 

di bawah standar. Demikian pula tidak boleh 

mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh 

untuk membeli jerih payah dan cucuran 

keringatnya dengan upah yang sangat minim 

yang tidak dapat mengemukakan dan tidak 

dapat menghilangkan lapar.  
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6. Sistem pengupahan dalam Islam  

Jika ijarah itu adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban 

membayar upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Bila 

tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 

tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada 

ketentuan penangguhannya, menurut ibu hanifah upahnya 

wajib diberikan secara berangsur sesuai manfaat yang 

diterimanya. Menurut imam syafi‟iyah dan ahmad, 

sesungguhnya ia berhak tentang akad itu sendiri.  

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam 

ijarah al-„amal. Upah dapat menjadi sebab atas kepemilikan 

dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari 

harta dalam al-qur‟an besar minimal gaji tidak memang tidak 

disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi 

secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang untuk 

membayar gaji kariawan yang dipekerjakannya. Sedangkan 

besar gaji dalam hukum islam harus ditetapkan melalui 

kesepakatan antara buruh dan majikan yang didasarkan pada 

prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian untuk 

menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh 

dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah. 

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang 

mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang 

diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk 

memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbbang 

dengan jasa kerja yang diberikan oleh pekerja. Dalam 

penetapan upah atau imbalan, islam tidak memberikan 

ketentuan secara ekspilit, akan tetapi penerapannya dapat 

dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-

qur‟an dan hadist yang dihujudkan dalam nilai-nilai universal 

seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Upah 

berhak diterima dengan syarat-syarat berikut : 
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1. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya tentang jasa maka 

wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai 

dilakukan  

2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang apabila 

ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan 

masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi 

batal. 

3. Kemungkinan sudah mendapatkan manfaat pada masa itu 

sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.  

4. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.  

Dalam perundang-undangan juga sudah di jelaskan 

mengenai perlakuan adil di tempat kerja. Kondisi adil 

dalam lingkungan kerja adalah kondisi dimana pekerja 

mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Seperti tertulis pada pasal 5 

dan 6  undang-undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga 

kerja, pemerintah menjamin pekerja untuk mendapatkan 

hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi 

dalam bentuk apapun seperti dalam : 

1. Pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan 

tanggung jawab.  

2. Pembagian  gaji.  

3. Jenjang karir. 

4. Diskriminasi gender. 

5. Sarana pengembangan kemampuan.  

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus 

dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah 

dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan 

pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan 

diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat 

bagi para pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan 
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rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan 

sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.
57

 

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini 

merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang 

dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Ahqaf 

46:19 

Untuk itu upah yang dibayarkan pada masing-masing 

pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan 

tanggung jawab yang dipikulnya.
58

 Menurut susilo maryoto 

beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar 

penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:
59

 

a. Upah menurut prestasi kerja 

Upah menurut prestasi kerja yaitu pengupahan dengan 

cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan 

prestasi kerja yang telah ditunjukan oleh karyawan yang 

bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut 

tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai 

dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat ditetapkan 

apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. 

Memang dapat dikatakan bahwa cara ini dapat 

mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi 

lebih produktif dalam bekerjanya.  

b. Upah menurut senioritas 

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini 

didasarkan pada masakerja atau senioritas karyawan uang 

bersangkutan dalam suatu organisasi dasar pemikirannya 

adalah karyawan senior, menunjukan badanya kesetiaan 

yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada 

organisasi di mana mereka bekerja. Semakin senior 

seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada 

organisasi.  

                                                             
57 M Marnita, “Prosedur Kajian Islam,” 101. 
58 Ibid.  
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